BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR % TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

Menimbang

MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

oa.

BUPATI PASAMAN BARAT,

bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan
prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel
untuk meningkatkan kemajuan kondisi daerah dan
kesejahteraan masyarakat;

bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala
daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah,
serta program perangkat daerah, maka Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021;

bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 serta
penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah, maka
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 perlu
disesuaikan kembali;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah
apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian
terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;



Mengingat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf ¢ dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2016-2021;

Pasal 18 ayat {6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601};



10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4603);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2014-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 79);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera
Barat Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan
Paraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Propinst Sumatera Barat Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun
2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi
Sumatera Barat Nomor 144);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 —
2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

dan
BUPATI PASAMAN BARAT

‘ MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2016 - 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 14)
diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 6

(1} Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

BABI : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III : Gambaran Keuangan Daerah

BAB IV  : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
BAB V  : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

BAB VI  : Stratregi, Arah Kebijakan dan Program
Pembangunan Daerah

BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan
Program Perangkat Daerah

BAB VIII : Kinerja Penyelengaraan Pemerintah
Daerah

BAB IX : Penutup



(2) Mengubah substansi/materi Bab I, Bab II, Bab III,
Bab 1V, Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab VIII pada
lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021, sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ni dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal IS Agustus 2019

WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal |{"Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

o

YUDESRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : ( 4/53/2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR %, TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016 - 2021

1. PENJELASAN UMUM

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman
Barat Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025 serta dengan memerhatikan
dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun
dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kabupaten Pasaman
Barat. Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2016-2021 memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu
indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan
Wakil Bupati. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan
Rencana Strategis (Renstra}) Perangkat Daerah dan penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021
tersebut memasuki tahun ketiga, namun dengan adanya perubahan
kebijakan nasional maka kebijakan daerah yang telah disusun harus
disesuatkan kembali dengan perubahan kebijakan tersebut. Perubahan
kebijakan nasional meliputi antara lain pengalihan kewenangan dari
kabupaten/kota ke propinsi bidang pendidikan, kahutanan, perikanan dan
kelautan, pertambangan dan energi, serta adanya perubahan struktur
organisasi. Kemudian adanya rekomendasi dari Kementerian Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas penilaian Laporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017

yang menyarankan perlu perbaikan atas perencanaan kinerja daerah.



II.

Perubahan kebijakan serta rekomendasi pemerintah atasan tersebut
membawa dampak terhadap indikator capaian pembangunan, yang
selanjutnya untuk sisa tahun rencana perlu dilakukan penyesuaian kembali
capaian pembanguan daerah dengan indikator-indikator kenerja yang
ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
serta visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan evaluasi dan pengendalian tersebut diatas, serta dengan
mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 264 ayat (5) menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila
berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas
Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 3



